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Di tangan manusia terletak masa depan bumi yg tidak terhingga, dan kita bisa 
lebih dan akan senantiasa semakin memahami kenyataan ini apabila kita 
meningkatkan pengetahuan dan cinta kita (Sir Julian Huxley). 
 
Saya lebih suka lamunan masa yang akan datang dari pada sejarah masa lalu 
(Thomas Jefferson). 
  
Hadapilah problem hidup diri kamu dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan 
biarkan diri kamu dikuasainya. Biarkanlah diri kamu menyadari adanya 
pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna 
(Hellen Keller). 
 
Memecahkan masalah itu mengenal masalah lebih sulit, tetapi menemukan 
masalah jauh lebih sulit (Albert Einstein). 
 
Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu dan 
jika Allah membiarkanmu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah yang 
dapat menolong kamu (selain) Allah. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja 
orang mukmin bertawakal (QS. Ali Imron: 160) 
. 
“Saya percaya, esok sudah tidak boleh mengubah apa yang berlaku hari ini, 
tetapi hari ini masih boleh mengubahapa yang akan terjadi pada hari esok. Jika 
anda sedang benar, jangan terlalu berani dan bila anda sedang takut, jangan 
terlalu takut. Karena keseimbangan sikap adalah penentu ketepatan perjalanan 
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PENGATURAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA 
PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM ACARA PIDANA REPUBLIK 
RAKYAT CHINA (CRIMINAL PROSEDURE CODE OF PEOPLE 
REPUBLIK OF CHINA). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor persamaan dan perbedaan 
mengenai sistem pembuktian yang membandingkan antara Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana China (Criminal 
Prosedure Of Code Of People Republik Of China ). 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan 
cara memandingkan antara dua sistem hukum yang berbeda pada suatu Negara.  
Jenis data yang digunakan yaitu bahan sekunder. Sumber bahan sekunder yang 
digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi 
kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen, Tehnik analisa data yang 
digunakan penulis adalah tehnik analisa kualitatif dengan menarik kesimpulan 
dari umum ke khusus atau deduksi. 
 
Berdasarkan pembahasan dihasilkan 2 (dua) simpulan, yaitu Pertama,persamaan 
Sistem pembuktian di Indonesia dan di China adalah Pembuktian Perkara Pidana. 
Pada pembuktian perkara pidana, Indonesia maupun China memiliki kesamaan 
untuk mencari kebenaran sejati. Kedua negara baik Indonesia maupun China 
memiliki dasar hukum yang jelas, jenis alat bukti dalam Perkara Pidana, yaitu 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dokumen (berkas 
pemeriksaan) sedangkan perbedaan Pembuktian Perkara Pidana: Pada acara 
pidana di Indonesia pembuktian digunakan untuk membantu membuat keputusan, 
sedangkan china dilakukan untuk memperoleh kondisi yang sebenar-benarnya. 
dasar hukum pembuktian dalam perkara pidana, dasar hukum pembuktian di 
indonesia adalah mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana), sedangkan China mengacu pada pasal 42-49 Criminal 
Procedure Law of the People's Republic of China. Tidak semua jenis alat bukti 
yang diterapkan kedua negara sama, barang bukti dan kegunaannya. Pada 
dasarnya sama hanya saja, dinegara China memberlakukan kesaksian saksi 
dengan ketat. Faktor-faktor yang menimbulkan adanya perbedaan sistem 
pembuktian adalah: 1) visi dan misi pemerintahan masing-masing negara, 2) 
sistem pemerintahan yang dianut, 3) kondisi budaya bangsa china berbeda dengan 
budaya bangsa Melayu-Mongolia, Dan kondisisosiologis masyarakat. Penulisan 
ini ditujukan khususnya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tersebut. 
 




MUHAMAD RODY. E 1106036. 2010. STUDY OF KOMPARASI 
ARRANGEMENT OF SYSTEM VERIFICATION ACCORDING TO 
PROCEDURE OF CRIMINAL OF INDONESIA WITH PROCEDURE OF 
CRIMINAL REPUBLIC PEOPLE OF CHINA ( CRIMINAL PROSEDURE 
OF CODE OF PEOPLE REPUBLIC OF OF CHINA). FACULTY OF LAW 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET WRITTING OF LAW. 
 
 This Research aim to to know equation factor and difference concerning 
verification system comparing between Code Procedure of criminal ( KUHAP) 
with Procedure Of Criminal of China (Criminal Prosedure Of Code Of People 
Republic of Of China). 
 
 This Research represent research of law of normatif have the character of 
prescriptive. By memandingkan between two different law system at one 
particular State. used Type Data that is materials of sekunder. Source of materials 
of sekunder used include;cover materials punish primary, materials punish 
sekunder, and tertiary law materials. used Technique data collecting that is 
passing study bibliography of goodness in the form of books, and document, 
Technics of used by data analysis writer is technics of analysis qualitative 
attractively conclusion of public to special or deduction. 
 
 Pursuant to solution yielded by two option, that is same as. System verification in 
Indonesia and at China is Criminal Verification. At criminal verification, 
Indonesia and also of China have equality to look for real truth. Both good state of 
Indonesia and also of China have clear legal fundament, evidence appliance type 
in is Criminal, that is eyewitness boldness, defendant boldness, expert boldness, 
document binding inspection while difference of Criminal Verification: At crime 
event in Indonesia verification used to assist to to make decision, while china 
conducted to obtain; get the condition of really. verification legal fundament in is 
criminal, verification legal fundament in indonesia is to relate at section 183-189 
KUHAP ( Lawbook Procedure of criminal), while China relate at section 42-49 
Criminal Procedure Law People'S Republic China of the of do not  halted. Do not 
all applied evidence appliance type both is same state, evidence goods and its 
usefulness. Is same basically just only is, state of China go into effect witness of 
eyewitness tightly. Factors generating the existence of difference of verification 
system is 1) governance mission and vision of is each state 2) embraced 
governance system 3) condition of nation culture of china differ from nation 
culture of Melayu-Mongolia, And society sociology climate. This writing is 
addressed specially to know equation and difference. 
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A. Latar Belakang Masalah 
      Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) 
bukan atas kekuasaan (machtstaat), demikianlah penegasan yang terdapat 
dalam Pasal 1 ayat (2) amandemen ke 4 UUD 1945. Sebagai negara hukum, 
negara harus berperan di segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan 
bangsa dan negara Republik Indonesia maupun dalam kehidupan warga 
negaranya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, dan 
ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara serta menghendaki agar hukum ditegakkan artinya 
hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh 
seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh penguasa negara, 
segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum. 
      Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata 
tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha 
pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya 
pelangaran hukum atau dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif 
maupun represif. Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak 
langkah serta tindakan dari para penegak hukum itu haruslah sesuai dengan 
tujuan dari falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dalam upaya 
penegakan hukum akan lebih mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dari 
tindak acara pidana adalah untuk mencapai dan mendapatkan atau setidak-
tidaknya mendekati kebenaran-kebenaran materil, yaitu kebenaran yang 
selengkap-lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan 
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. 
      Dalam perkembangannya hukum acara pidana di indonesia dari dahulu 
sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, 
apa saja jenis tindak pidananya dapat melewati proses pembuktian. Hal ini 
tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada 
 xv
KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif  Wettelijk dalam pembuktian 
pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari 
kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk 
mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di 
Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan 
barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim 
dalam pembuktian. 
      Dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-
kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya 
peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di 
Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana 
barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan 
akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang 
keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan 
oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. 
      Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-
objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang 
mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga kemanan dan 
keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada 
penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan 
syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. 
      Pasal-Pasal KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 
tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa diatur didalam Pasal 183 
sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” 
 
Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, 
yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 
KUHAP di kepastian hukum dan hak asasi manusia  bagi seorang dan setiap 
warga negara atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau 
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tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara 
negatif, terdapat dua komponen : 
1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat 
bukti yang sah menurut undang-undang, 
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara 
yang sah   menurut undang-undang. 
 Yang disebut pertama dan kedua satu sama lainnya berhubungan 
sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari 
yang pertama, sesuai dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya 
keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang di peroleh dari alat-
alat bukti yang sah jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan 
alat-alat bukti yang sah merupakan satu kesatuan. 
      Suatu alat bukti saja umpamanya keterangan dari seorang saksi, tidaklah 
diperoleh bukti yang sah, namun dengan keterangan beberapa alat bukti. 
Demikian kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dan arti 
yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain bukti yang demikian diperlukan 
juga keyakinan hakim yang harus di peroleh atau ditimbulkan dari alat-alat 
bukti yang sah. 
 Ada suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam 
hukum acara materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat 
pembuktian, termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), 
yang dapat juga dimasukkan kedalam kitab undang-undang tentang hukum 
perdata materil. Pendapat ini rupanya yang dianut oleh pembuat undang-
undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia perihal 
pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., yang memuat hukum acara 
yang berlaku di Pengadilan Negeri (Anonym, 2009: 1).  
 Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 
didakwakan merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal 
inipun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang 
yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan 
berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar, 
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untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran 
materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan 
kebenaran formal. Mencari kebenaran materiil tidaklah mudah. Alat-alat bukti 
yang tersedia menurut undang-undang sangat relative. Alat-alat bukti seperti 
kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative, kesaksian diberikan oleh 
manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi penyaksian 
suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa akan berbeda-beda. 
Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam 
perkara perdata. Hukum acara pidana itu bertujuan mencari kebenaran 
material yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim bersifat aktif 
dan berkewajiban memperoleh kecukupan bukti untuk membuktikan tuduhan 
kepada tersangka. Adapun alat bukti yang diperlukan bisa berupa keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jenis alat 
bukti dalam perkara pidana dituangkan dalam Pasal 184 KUHAP (kutipan 
dari KUHAP).  
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti  yang 
dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan 
kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati 
dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa, melalui pembuktian 
akan menentukan nasib terdakwa. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang 
didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan 
berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak 
benar. Untuk itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari 
kebenaran materiil. 
Pembuktian ini dilakukan sebagai sarana hakim untuk memeriksa dan 
memutuskan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut 
umum.pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman terntang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.Dalam cara mempergunakan 
dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat 
bukti,dilakukan dalm batas-batas yang dibenarkan undang-undang,agar dalam 
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mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan,majelis hakim terhindar dari 
pengorbana kebenaran yang harus dibenarkan. 
Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakan 
hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa,hasil dan kekuatan 
pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai 
membuktikan kesalahan terdakwa.Apakah dengan terpenuhi pembuktian 
minimum sudah dapat dianggap cukup meembuktikan kesalahan 
terdakwa?Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat 
bukti,masih diperlukan faktor atau unsur ”keyakinan” hakim? Pertanyaan-
pertanyaan inilah yang akan dijawab dalam sistem pembuktian dalam hukum 
acara pidana (Andi hamzah,2000:275). 
Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah: 
1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif ( Positif 
Wettwlijks theorie ).  
       Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal 
bebarapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu 
kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem 
teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam teori 
ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara 
bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah 
di pakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus 
dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara 
yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin 
atas kebenaran putusannya itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan 
tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagimana 
ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang 
sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut. Teori pembuktian ini ditolak 
oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, dan teori 
pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganutlagi karena teori ini 
terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh 
undang-undang 
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2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu 
      Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian 
menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut 
keyakinan hakim melulu. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan 
terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan 
kadangkadang ntidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan 
perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, 
maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada 
keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah 
melakukan perbuatan yag didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan 
dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-
undang. 
3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis 
( Laconvivtion Raisonnee ).Sistem atau teori yang disebut pembuktian 
yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ( la conviction 
raisonnee ). 
      Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah 
berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang 
didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu 
kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan 
pembuktian tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas 
karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (Vrije 
bewijs theorie ).atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas 
tertentu ini terpecah kedua jurusan. Pertama, yang disebut diatas, yaitu 
pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis ( conviction 
raisonnee ) dan yang kedua, ialah teori pembuktian berdasar undang-
undang secara negative ( negatief bewijs theorie ). Persamaan antara 
keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya 
terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia 
bersalah. 
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4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif ( negative 
wettelijk ). 
      Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila 
sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukanundang-undang itu 
ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat 
bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecualiapabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP 
ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian 
menurut undang-undang yang negative. Ini berarti bahwa dalam hal 
pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan 
yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang 
( minimal dua alat bukti ) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan 
tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. 
Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut 
dengan negative wettelijk, istilah ini berarti : wettelijk, berdasarkan 
undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun 
dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, 
maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh 
keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang 
negative alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan 
bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan 
undang-undang. 
      Hukum pembuktian antar Negara perlu dikaji dan disosialisasikan. Hal ini 
dimaksudkan agar penanganan terhadap penyelesaian hukum yang mungkin 
terjadi di antara Indonesia dan RRC tidak mengalami kendala. Pembuktian di 
Negara Indonesia pada prakteknya masih melibatkan sifat sunyektif individu 
hakim yang menangani, sedangkan pada hukum perjanjian Negara Cina, 
benar-benar berdasarkan bukti nyata dalam kasus yang dipersidangkan. 
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Temuan pengamatan awal dari artikel-artikel hukum di Cina ini menimbulkan 
peneliti untuk melakukan kajian terhadap hukum pembuktian dari masing-
masing kedua Negara tersebut. 
Alasan lainnya adalah bahwa seiring berkembangnya perdagangan global, 
telah membuka arus kerjasama antara Indonesia dengan China. Keterikatan 
kerjasama tersebut tentu memiliki konsekuensi kemungkinan terjadinya 
sengketa hukum yang melibatkan TKI-TKI di Cina. Maka bentuk 
perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada TKI adalah dengan 
memahami lebih mendalam tentang hukum acara pidana di Negara Cina. 
      Cina memiliki reputasi sebagai daerah yang tidak memiliki aturan 
hukum.Selama bertahun-tahun,reformasi peradilan telah terjadi di negara 
dengan tujuan mempromosikan "ketidakberpihakan dan efisiensi" dalam 
pengadilan rakyat.Sebuah bagian penting dari reformasi peradilan adalah 
untuk mengembangkan bukti suara aturan yang diterapkan untuk perdata dan 
pidana.Menyadari bahwa Cina tidak memiliki bukti bersatu kode dan bahwa 
bukti-bukti yang tersebar di berbagai undang-undang ketentuan telah 
diterapkan secara tidak konsisten, Mahkamah Pengadilan Rakyat Cina 
mengadopsi beberapa bukti aturan litigasi sipil (dikenal sebagai Bukti Civil 
Rules) pada tahun 2002 untuk menyediakan pengadilan dengan sangat 
dibutuhkan pengisi celah di daerah bukti. 
      Berfokus pada produksi bukti oleh para pihak, bukti aturan sipil 
menempatkan lebih berat pada pihak 'beban pembuktian daripada di 
pengadilan' menyelidiki bukti.Di samping itu, upaya aturan bukti sipil (tidak 
selalu berhasil) untuk memperkenalkan ke dalam aturan persidangan seperti 
pemeriksaan silang bukti kekuasaan,sebuah aturan pengecualian dan aturan 
desas-desus untuk mencapai keadilan yudisial.  
      Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memperdalam 
pengetahuan tentang hukum pembuktian dengan judul” Study Komparasi 
Pengaturan Sistem Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Indonesia 
dengan Hukum Acara Pidana RRC (Criminal Procudure Code of People 
Republik of China)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian yang tegas dapat menghindari 
pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan, sehingga penelitian akan 
lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai dan mempermudah penulis dalam 
mencapai sasaran. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan 
menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat 
memudahkan penulis dalam mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa 
data. Untuk  mempermudah dalam pembahasan penelitian yang akan dikaji 
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penulisan 
hukum ini sebagai berikut : 
1. Apakah persamaan dan perbedaan pengaturan sistem pembuktian menurut 
Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Republik Rakyat 
China (Criminal Procedure Code of People Republik Of China) ? 
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya persamaan dan 
perbedaan tersebut ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 
dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis 
dalam penelitian ini adalah 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sistem 
pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum 
Acara Republik Rakyat China (Criminal Procedure Code of People Republik 
Of China) 
b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
persamaan dan perbedaan tersebut ? 
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2. Tujuan Subjektif 
a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang 
diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori 
dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara 
pidana yang sangat berarti bagi penulis. 
c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum agar 
dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 
masyarakat pada umumnya. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
     Dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 
dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat dipetik 
dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai persamaan dan perbedaan 
Sistem pembuktian menurut Hukum Acara Pidana dengan Hukum 
Acar RRC (Criminal Procedure Code Of People Repiblik Of China. 
b. Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai factor-faktor penyebab 
terjadinya penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai 
bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum 
maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan 
hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan. 
 xxiv
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait 
dengan masalah yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Penelitian hukum 
dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh 
karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka 
know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan 
preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006:41). 
1. Jenis Penelitian 
 
      Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang 
dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif memiliki 
definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian 
berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan 
mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 
2006:44). 
      Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum studi 
kepustakaan. Penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang 
difokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin 
mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan 
tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan 
kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya masalah 
pengaturan sistem pembuktian menurut Hukum Acara Pidana Indonesia  
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dengan  Hukum Acara Republik Rakyat China (Criminal Procedure Code 
of People Republik Of China) 
 
2. Sifat Penelitian 
 
      Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah 
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum sesuai Peter Mahmud 
Marzuki. 
 
3. Jenis Data 
 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-
keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi 
kepustakaan, Peraturan perundang-undangan (statue approach), seperti 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Criminal 
Procedure Code of People Republik Of China dan  Peraturan perundangan 
lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti, seperti tulisan-tulisan ilmiah dan sumber tertulis 
lainnya, buku-buku, literatur, dokumen resmi hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian 
ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka 
lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data 
primer lebih bersifat sebagai penunjang.   
 
4.   Sumber Data 
Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa : 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
2) Criminal Procedure Code Of People Republic Of China 
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b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, seperti 
1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam 
penelitian ini 
2) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini. 
c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, diantaranya :  
1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini 
2) Kamus Hukum (Black’s Law Dictionary). 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
      Dalam penelitian ini, teknik yang pengumpulan datanya adalah dengan 
dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 
bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti digolongkan sesuai dengan 
katalogisasi. 
      Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan 
teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek 
penelitian seperti peraturan parundang-undangan yang berlaku dan 
berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti. 
 
6. Pendekatan Penelitian 
      Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat bebarapa 
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), 
pendekatan konseptual (concentual approach), pendekatan analitis 
(analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat 
(philosophical approach) dan pendekatan kasus (case approach) (Johnny 
Ibrahim, 2006:300). Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah 
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pendekatan perbandingan (comparative approach) yaitu membandingkan 
KUHAP Indonesia dan KUHAP China serta  menggunakan  pendekatan 
perundang-undangan 
7. Teknik Analisis Data 
      Dalam penelitian ini, perbandingan sistem pembuktian akan dianalisis 
dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh 
dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji 
dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta 
dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, 
kemudian sunber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab 
permasalahn yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari 
sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui 
persamaan, perbedaan  kelebihan dan kelemahan kewenangan penuntutan 
yang ada di Indonesia dengan jepang berdasarkan Kitab Undang-Undang 
hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Criminal Procedure Code of People 
Republik Of China  
      Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud 
metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles 
penggunaan metode deduksi berpangkan dari pengajuan premis mayor 
(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat 
khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 
conclusion (Peter Marzuki, 2006:47). Di dalam logika silogistik untuk 
penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum 
sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menuru 
Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika 
deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang 






F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum 
maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam 
sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 
keseluruhan hasil penelitian ini sebagai berikut : 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 
penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
  Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang 
perbandingan hukum. Tinjauan umum tentang sistem 
pembuktian mencakup pengertian dan pengaturan dalam 
KUHAP  
BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya  yaitu 
bagaimana perbandingan tentang sistem pembuktian 
dalam sebuah persidangan perkara pidana berdasarkan 
hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) dengan hukum 
acara pidana Republik Rakyat China (Criminal Procedure 
Code Of People Republic Of China) 
BAB IV  :  PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban 
permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran. 







A. Kerangka teori 
4. Tinjauan Umum Tentang Komparasi Hukum 
a. Istilah dan Definisi Komparasi Hukum 
      Istilah komparasi hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: 
comparative law (bahasa Inggris), vergleihende rechstlehre (bahasa 
Belanda), droit comparé (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam 
pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan 
lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan, menjadi hukum 
perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di 
Indonesia (Romli Atmasasmita, 2000:6). 
      Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah 
perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di 
kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan 
dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama dibidang 
hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. Untuk 
memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan 
definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum terkenal. 
      Mengutip dari beberapa ahli hukum asing bahwa perbandingan 
hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk 
memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum 
tertentu (Rudolf B. Schlesinger). Ahli hukum lain mengatakan bahwa 
perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas 
hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik 
untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum 
(Romli Atmasasmita, 2000: 7). 
Perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan 
sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data 
sistem hukum yang dibandingkan (Romli Atmasasmita, 2000: 7). 
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Perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang 
dapat digunakan dalam semua cabang hukum dikemukakan oleh 
(Gutteridge). Gutteridge membedakan antara comparative law dan 
foreign law (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk 
membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian 
istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara 
nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain (Winterton, 
dalam The Am.J.of Comp. L., 1975: 72 diterjemahkan dalam buku 
Romli Atmasasmita, 2000: 7). 
Perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu 
perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan 
dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, 
Gutteridge, Rene David, dan George Winterton (Romli Atmasasmita, 
2000 : 8). 
Perbandingan hukum dikatakan sebagai cabang ilmu pengetahuan 
(yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai 
lingkup: (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, 
sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya (Romli 
Atmasasmita, 2000: 9). 
Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum 
mencakup: “analysis and comparison of the laws”. Pendapat tersebut 
sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan 
sebagai cabang ilmu hukum. (Romli Atmasasmita,    2000: 9). 
Hesel Yutena mengemukakan definisi perbandingan hukum 
sebagai berikut:  
Comparative law is simply another name for legal science, or like 
other branches of science it has a universal humanistic outlook; it 
contemplates that while the technique nay vary, the problems of justice 
are basically the same in time and space throughout the world. 
(Perbandingan hukum hanya suatu nama lain untuk ilmu hukum dan 
merupakan bagian yang menyatu dari suatu ilmu sosial, atau seperti 
cabang ilmu lainnya perbandingan hukum memiliki wawasan yang 
universal, sekalipun  caranya berlainan, masalah keadilan pada 
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dasarnya sama baik menurut waktu dan tempat di seluruh dunia) 
(Romli Atmasasmita, 2000: 9). 
Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum sebagai 
berikut:  
“Comparative law is legal discipline aiming at 
ascertaining similarities and differences and finding out 
relationship between various legal sistems, their essence 
and style, looking at comparable legal institutions and 
concepts and typing to determine solutions to certain 
problems in these sistems with a definite goal in mind, 
such as law reform, unification etc”.  
(Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang 
bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan 
pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; 
melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta 
mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah 
tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti 
pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain) (Romli 
Atmasasmita, 2000: 10). 
Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum 
dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu:  
Comparative law is the comparison of the spirit and style of 
different legal sistem or of comparable legal institutions of the solution 
of comparable legal problems in different sistem.  
(Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari 
sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang 
berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat 
diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda) (Romli 
Atmasasmita, 2000: 10). 
Romli Atmasasmita yang berpendapat perbandingan hukum adalah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) 
dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode 
perbandingan (Romli Atmasasmita, 2000: 12). 
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b. Komparasi Hukum Sebagai Metode dan Ilmu 
Komparasi hukum menunjukkan pembedaan antara perbandingan 
hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Ketidakjelasan tersebut 
biasanya dijumpai pada perumusan-perumusan yang bersifat luas, 
seperti yang dapat ditemui pada ”Black’s Law Dictionary” yang 
menyatakan bahwa ”comparative jurisprudence” adalah ”The study of 
the principles of legal science by the comparison of various sistems of 
law” (Henry Campbell Black: 1968). 
Akan tetapi perumusan dari Black tersebut sebenarnya cenderung 
untuk mengklasifikasikan perbandingan hukum sebagai metode, 
karena yang dimaksudkan dengan ”comparative” adalah ”Proceeding 
by the method of comparison; founded on comparison; estimated by 
comparison”. 
Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan 
antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk 
mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah 
dan perbandingan hukum (L. J. van Apeldoorn: 1966). Penggunaan 
metode-metode tersebut dimaksudkan untuk: 
1) metode sosiologis: untuk meneliti hubungan antara hukum 
dengan gejala-gejala sosial lainnya. 
2) metode sejarah: untuk meneliti tentang perkembangan hukum. 
3) metode perbandingan hukum: untuk membandingkan berbagai 
tertib hukum dari macam-macam masyarakat. 
Ketiga metode tersebut saling berkaitan, dan hanya dapat 
dibedakan (tetapi tak dapat dipisah-pisahkan). Metode sosiologis, 
misalnya, tidak dapat diterapkan tanpa metode sejarah, oleh karena 
hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan 
hasil dari suatu perkembangan (dari zaman dahulu). Metode 
perbandingan hukum juga tidak boleh diabaikan, oleh karena hukum 
merupakan gejala dunia. Metode sejarah juga memerlukan bantuan 
dari metode sosiologis, oleh karena perlu diteliti faktor-faktor sosial 
yang mempengaruhi perkembangan hukum. Metode perbandingan 
tidak akan membatasi diri pada perbandingan yang bersifat deskriptif; 
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juga diperlukan data tentang berfungsinya atau efektivitas hukum, 
sehingga diperlukan metode sosiologis. Juga diperlukan metode 
sejarah, untuk mengetahui perkembangan dari hukum yang 
diperbandingkan. Dengan demikian maka ketiga metode tersebut 
saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum (Soerjono 
Soekanto 1989: 26). 
c. Komparasi Hukum dan Cabang-Cabangnya 
Betapa pentingnya perbandingan hukum dan berkembangnya 
pengkhususan ini, antara lain terbukti dari kenyataan bahwa kemudian 
timbul sub-spesialisasi. Sub-spesialisasi tersebut adalah (Edonard 
Lambert: 1957): 
1) Descriptive comparative law 
2) Comparative history of law 
3) Comparative legislation atau comparative jurisprudence (proper) 
Descriptive comparative law merupakan suatu studi yang bertujuan 
untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai 
masyarakat (atau bagian masyarakat). Cara menyajikan perbandingan 
dapat didasarkan pada lembaga-lembaga hukum tertentu (bidang tata 
hukum) ataupun kaedah-kaedah hukum tertentu yang merupakan 
bagian dari lembaga tersebut. Yang sangat ditonjolkan adalah analisa 
deskriptif yang didasarkan pada lembaga-lembaga hukum. 
Comparative history of law berkaitan erat dengan sejarah, sosiologi 
hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum dan untuk Comparative 
legislation atau comparative jurisprudence (proper) bertitik tolak pada 
(Edouard Lambert: 1957): ”... the effort to define the common trunk on 
which present national doctrines of law are destined to graft 
themselves as a result both of the development of the study of law as a 
social science and of the awakening of an international legal 
consciousness”. 
Bahan-bahan yang dipergunakan dalam perbandingan hukum dapat 
berupa bahan yang langsung didapat dari masyarakat (data primer), 
maupun bahan kepustakaan (data sekunder). Bahan-bahan kepustakaan 
tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tertier 
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(dari sudut kekuatan mengikatnya). Bahan hukum primer, antara lain, 
mencakup peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang 
dikodifikasikan (misalnya hukum adat) yurisprudensi, traktat, dan 
seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain peraturan 
perundang-undangan (untuk “comparative history of law”), hasil karya 
para sarjana, hasil penelitian, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum 
tersier dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mencari dan 
menjelaskan bahan primer dan sekunder (Soerjono Soekanto           
1989 : 54). 
 
5. Tinjauan Tentang Pembuktian 
Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 
mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum ,sistem 
yamg dianut dalam pembuktian,syarat-syarat dan tata cara mengajukan 
bukti tersebut serta kewenagan hakim untuk menerima, menolak dan 
menilai suatu pembuktian (Hari sasangka,Lily Rosita 2003 :10). 
Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat 
bukti yang boleh digunakan,cara-cara bagaimana alat bukti 
dipergunakan dan tata cara bagaimana membentuk keyakinan hakim 
(Hari sasangka,Lily Rosita 2003 :11). 
a)  Pengetian Pembuktian  
KUHAP memberikan ruang bagi pembuktian, tetapi tidak 
memberikan definisi yang secara khusus mengenai pembuktian. 
Sehingga muncul beberapa definisi dari beberapa ahli yang 
mencoba memberikan definisi mengenai pembuktian, diantaranya : 
1. M. Yahya Harahap. 
      M. Yahya Harahap (2000: 252) memberikan definisi 
pembuktian  yaitu: 
 Sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat 
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bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh 
dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang 
didakwakan kepada seorang terdakwa. 
2. Hari Sasangka. 
 Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur 
macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem 
yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara 
mengajukan bukti-bukti tersebut serta kewenangan hakim 
untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. 
Dari  pengertian pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan inti dari 
hukum pembuktian adalah : 
1. Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang 
memberikan pedoman mengenai cara-cara untuk membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa yang dibenarkan 
oleh undang-undang 
2. Hukum pembuktian mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti 
yang boleh digunakan hakim dan diakui undang-undang yang 
digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa 
3. Hukum pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur cara 
menggunakan maupun menilai kekuatan pembuktian dari 
masing-masing alat bukti. 
b) Sistem Pembuktian. 
Yahya Harahap (2000:256) menjelaskan beberapa sistem  
Pembuktian yang dikenal adalah : 
(1) Conviction- in time. 
Penilaian tentang bersalah atau tidaknya terdakwa hanya 
bergantung kepada penilaian “keyakinan” hakim.  Fokus dalam 
sistem ini adalah penilaian keyakinan hakim, tidak bergantung 
kepada hal yang lain. 
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Dalam sistem Conviction- in time, dari mana hakim menarik 
dan menyimpulkan  keyakinannya tidak menjadi masalah. 
Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat alat 
bukti yang diperiksanya di pengadilan, bisa juga hasil alat alat 
bukti yang diabaikan oleh hakim, dan langsung menraik 
keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. 
(2) Conviction-Raisonee. 
      Dalam sistem pembuktian ini “keyakinan hakim”  tetap 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan 
bersalah atau tidaknya terdakwa.  Berbeda dengan sistem 
Conviction- in time. Dimana “keyakinan hakim”   sangat 
leluasa, dalam sistem pembuktian ini “keyakinan hakim”  harus 
lah disertai dengan “alasan alasan yang jelas”. 
  Tegasnya dalam sistem pembuktian ini alasan alasan yang 
digunakan hakim sebagai dasar dalam menentukan bersalah 
atau tidaknya terdakwa harus lah logis dan benar benar dapat 
diterima akal. 
(3) Pembuktian Menurut Undang Undang Secara Positif.   (Positief 
Wettelijke Bewijstheorie) 
Pembuktian menururt undang undang secara positif merupakan 
pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian 
conviction- in time. 
Pembuktian menururt undang undang secara positif, 
”keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam 
sistem ini, tidak ikut berperan menentukan bersalah atau 
tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip 
pembuktian dengan alat alat bukti yang ditentukan oleh undang 
undang. Untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa 
semata mata ”digantungkan pada alat alat bukti yang sah”. Asal 
sudah dipenuhi syarat syarat dan ketentuan pembuktian 
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menurut undang undang, sudah cukup menentukan kesalahan 
terdakwa tanpa menentukan keyakinan hakim. 
(4) Pembuktian Menurut Undang Undang Secara  Negatif.   
(Negatief        Wettelijke Bewijstheorie). 
Sistem pembuktian menurut undang undang secara negatif 
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang 
undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut 
keyakinan atau conviction- in time. 
Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara 
kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. 
Sistem pembuktian menurut undang undang secara negatif 
mengkombinasikan secara terpadu sistem pembuktian menurut 
keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang undang 
secara positif.  
Menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa tidak cukup 
hanya berdasar  keyakinan hakim semata mata atau pun 
berdasar pada cara dan ketentuan pembuktian dengan alat alat 
bukti yang ditentukan undang undang. Seorang terdakwa baru 
dpat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan 
kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat alat bukti 
yang sah sekaligus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar benar 
telah terjadi. 
Dalam sistem pembuktian menurut undang undang secara 
negatif terdapat dua komponen untuk menentukan bersalah atau 
tidaknya terdakwa : 
(a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat 
alat bukti yang sah menurut undang undang, 
(b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan 
dengan alat alat bukti yang sah menurut undang undang.  
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c) Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP. 
Untuk mengkaji sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, 
dapat kita lihat rumusan Pasal 183 KUHAP. 
Pasal 183 KUHAP.  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang 
sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar 
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya” 
 
Dari rumusan pasal tersebut telah menunjukkan bahwa KUHAP 
menganut sistem pembuktian Menurut Undang Undang Secara 
Negatif (Negatief Wettelijke Bewijstheorie), dimana dua komponen 
utama pembuktian menurut undang undang, yaitu alat bukti yang 
sah dan keyakinan hakim harus terpenuhi untuk menentukan 
seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak. 
d) Asas Asas dalam Pembuktian. 
      Dalam pembuktian dikenal adanya asas asas  sebagai pedoman  
yang harus dipatuhi dalam pembuktian, diantaranya : 
(1) Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian,   karena 
pengakuan terdakwa tidak menghilangkan syarat minimum 
pembuktian, jadi, meskipun terdakwa mengaku, penuntut 
umum dan persidangan tetap wajib membuktikan kesalahan 
terdakwa dengan alat bukti yang lain, karena yang dikejar 
adalah kebenaran material (Pasal 189 ayat (4) KUHAP). 
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan / 
notoire feiten (Pasal 184 ayat (2) KUHAP) 
(3) Menjadi saksi adalah kewajiban (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). 
(4) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri, sehingga hanya mengikat dirinya sendiri (Pasal 189 
ayat (3) KUHAP). 




6. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana 
a. Pengertian Hukum Acara Pidana 
Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan 
hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia 
berdasar pada peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.  
Terciptanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka 
pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang 
lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal 
(mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan 
sampai meliputi peninjauan kembali (herziening) (Andi Hamzah, 
2002:3). 
Hukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah hukum yang 
menyelenggarakan hukum pidana materiil yaitu merupakan sistem 
kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara untuk melaksanakan 
hukum pidana atau menjatuhkan pidana. Seperti rumusan Wirdjono 
Prodjodikoro, bekas Ketua Mahkamah Agung yang dikutip oleh Andi 
Hamzah. merumuskan bahwa hukum acara pidana adalah: 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum 
pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan 
yang memuat cara bagaimana  badan-badan pemerintah yang berkuasa, 
yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. (Andi 
Hamzah, 2002:7). 
Menurut Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP sebagai 
hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses 
penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka 
atau terdakwa. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi 
ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak 
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pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada 
tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan 
pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas 
akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-
wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang 
antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun 
keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan 
hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang 
diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar 
nilai-nilai yang manusiawi (M. Yahya Harahap, 2002:4).  
Definisi mengenai hukum acara pidana lainnya adalah seperti yang 
dikemukakan oleh Van Bemmelen seperti yang dikutip oleh Andi 
Hamzah (2002: 6) adalah sebagai berikut: 
Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang 
diciptakan oleh Negara, karena adanya terjadi pelanggaran-
pelanggaran undang-undang pidana : 
1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. 
2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. 
3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si 
pembuat dan kalau perlu menahannya. 
4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah 
dipeoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada 
hakim  dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. 
5) Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya  perbuatan 
yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan 
pidana atau tindakan tata tertib. 
6) Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. 
7) Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan 
tata tertib. 
Definisi-definisi tersebut di atas dikemukakan oleh para ahli 
hukum, Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-undang Hukum 
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Acara Pidana sendiri tidak memberikan definisi hukum acara pidana 
secara implisit 
b. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana 
1) Tujuan Hukum Acara Pidana 
Pemahaman mengenai tujuan KUHAP dapat dilihat dalam 
konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi: 
“Bahwa pembangunan hukum nasional yang sedemikian itu di 
bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati 
hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap 
para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan 
wewenang masing-masing, ke arah tegaknya hukum, keadilan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban 
serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 
dan Pancasila”. 
Dari bunyi konsideran tersebut dapat dirumuskan beberapa 
landasan tujuan KUHAP, yaitu: 
a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang lebih 
dititikberatkan kepada peningkatan penghayatan akan hak dan 
kewajiban hukum. Yaitu menjadikan setiap anggota 
masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau 
undang-undang kepadanya, serta apa pula kewajiban yang 
dibebankan hukum kepadanya. 
b) Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, hal ini 
sudah barang tentu termuat di dalam KUHAP menurut cara-
cara pelaksanaan yang baik, yang menyangkut pembinaan 
keterampilan, pelayanan, kejujuran dan kewibawaan. 
c) Tegaknya hukum dan keadilan, hal tersebut hanya dapat 
tercipta apabila segala aturan hukum yang ada serta keadilan 
harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta didasarkan 
atas nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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d) Melindungi harkat dan matabat manusia, hal ini tidak dapat 
dilepaskan dari suatu kenyataan bahwa semua manusia ciptaan 
Tuhan dan semua akan kembali kepada-Nya. Tidak ada 
kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain, 
semua mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai 
dengan hak-hak asasi yang melekat pada diri tiap manusia. 
Manusia sebagai hamba Tuhan, juga sebagai manusia yang 
sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada 
keluhuran harkat martabatnya. Sebagai mahluk Tuhan, setiap 
manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang 
menopang harkat dan martabat pribadinya, yang harus 
dihormati oleh orang lain. 
e) Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, arti dan tujuan 
kehidupan masyarakat adalah mencari dan mewujudkan 
ketenteraman dan ketertiban yaitu kehidupan bersama antara 
anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan 
yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan 
masyarakat yang bersangkutuan bisa berjalan dengan tertib 
dan lancar. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan dengan 
jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam 
setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai 
hukum yang telah mereka sepakati (M. Yahya Harahap, 
2002:58-79). 
Tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan dalam 
Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri 
Kehakiman, yang bunyinya adalah sebagai berikut: 
Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, 
ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara 
pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara 
jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 
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dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan 
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan 
guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 
dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan 
(Andi Hamzah, 2002: 8). 
Masih menurut Andi Hamzah, bahwa tujuan hukum acara 
pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. 
Tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketenteraman, 
kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi 
Hamzah, 2002: 9). 
 
2) Fungsi Hukum Acara Pidana 
Fungsi hukum acara pidana berawal dari tugas mencari dan 
menemukan kebenaran hukum. Hakekat mencari kebenaran 
hukum, sebagai tugas awal hukum acara pidana tersebut menjadi 
landasan dari tugas berikutnya dalam memberikan suatu putusan 
hakim dan melaksanakan tugas putusan hakim. Menurut Bambang 
Poernomo (1988:18) bahwa tugas dan fungsi pokok hukum acara 
pidana dalam pertumbuhannya meliputi empat tugas pokok, yaitu: 
a) Mencari dan menemukan kebenaran. 
b) Mengadakan tindakan penuntutan secara benar dan tepat. 
c) Memberikan suatu keputusan hakim. 
d) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim. 
Menurut Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi 
Hamzah (2002: 9), mengenai fungsi hukum acara pidana, 
mengemukakan terdapat tiga fungsi hukum acara pidana yaitu: 
a) Mencari dan menemukan kebenaran. 
b) Pemberian keputusan hakim. 
c) Pelaksanaan putusan. 
3) Asas-Asas Hukum Acara Pidana 
 xliv
Asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP butir ke-3 adalah 
sebagai berikut: 
a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum 
dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas 
persamaan di muka hukum). 
b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus 
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 
wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan 
dengan cara yang diatur dengan undang-undang (asas perintah 
tertulis). 
c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan 
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas 
praduga tak bersalah). 
d) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun 
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 
diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak 
tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang 
dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas 
hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau 
dikenakan hukuman administrasi (asas pemberian ganti 
kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan 
salah tuntut). 
e) Pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan 
biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus 
diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan 
(asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, 
jujur dan tidak memihak). 
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f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan 
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk 
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (asas 
memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya). 
g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan 
dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar 
hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu 
haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta 
bantuan penasehat hukum (asas wajib diberitahu dakwaan dan 
dasar hukum dakwaan). 
h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya 
terdakwa (asas hadirnya terdakwa). 
i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum 
kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (asas 
pemeriksaan pengadilan  terbuka untuk umum). 
j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 
pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang 
bersangkutan (asas pelaksanaan pengawasan putusan). 
k) Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan 
penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut 
asas akusator, yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang 
sebagai subjek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang 
memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan 
sedemikian rupa sehingga kedua pihak mempunyai hak-hak 
yang sama nilainya (asas accusatoir) (M.Yahya Harahap, 
2002:40). 
Sedangkan menurut Andi Hamzah (2002:10-22) bahwa asas-
asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah 
sebagai berikut: 
a) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. 
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b) Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). 
Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap, maka setiap orang tersangka/terdakwa wajib 
dianggap tidak bersalah. 
c) Asas oportunitas 
Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang 
melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan 
merugikan kepentingan umum. 
d) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum 
Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang 
berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut 
ketertiban umum (openbare orde). 
e) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim 
Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. 
f) Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan 
tetap pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa 
dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. 
Untuk jabatan tersebut diangkat hakim-hakim yang tetap oleh 
kepala negara, 
g) Asas tersangka/terdakwa mendapat bantuan hukum 
h) Asas akusator dan inkisitor (accusatoir dan inquisitoir) 
Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum 
menunjukkan bahwa berhak dengan KUHP telah dianut asas 
akusator. 
i) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan 
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara 
langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. 
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Dari asas-asas hukum acara pidana yang dikemukakan oleh 
kedua penulis diatas, pada dasarnya banyak kesamaannya, yaitu 
antara lain: asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas 
akusator, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas 
praduga tak bersalah, asas mendapatkan bantuan hukum, dan asas 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
      Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa sistem pembuktian adalah 
pengaturan untuk macam-macam alat bukti, cara-cara bagaimana alat bukti 
dipergunakan, serta cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. 
Sesuai dengan uraian diatas, maka hasil penelitian tentang sistem pembuktian 
menurut hukum acara pidana Indonesia dengan hukum acara pidana Republik 
Rakyat China. Penulis menguraikan sebagai berikut:  
(1) pembuktian perkara pidana,  
(2) dasar hukum pembuktian dalam perkara pidana,  
(3) jenis alat bukti dalam perkara pidana, 
(4) barang bukti dan kegunaannya. 
 
A. Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia 
1. Pembuktian Perkara Pidana 
      Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam 
perkara perdata. Hukum acara pidana itu, bertujuan mencari kebenaran 
material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya  hakimnya 
bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup 
untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa.  Alat buktinya bisa berupa 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. 
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     Suatu Pembuktian diperlukan keyakinan hakim dan alat bukti, 
sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas 
minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan 
hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada 
putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut 
Pasal 183 KUHAP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara 
negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan 
alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus 
dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (M. Yahya 
Harahap, 2003: 332-333). 
      Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses 
pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib 
terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan 
pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian 
dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka 
terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan 
terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan 
kepadanya akan dijatuhkan pidana. 
       Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini 
dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, 
penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, 
pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya 
hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan 
semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 
pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu 
hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan 
mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana 
batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat 
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bukti yang sah menurut undang-undang.  
 
2. Dasar Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana 
      Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu 
pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara 
Pidana) yang diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang Beracara. Mulai 
dari pembuktian minimal pada Pasal 183-189 KUHAP mengenai 
keterangan terdakwa. 
 
3. Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana 
      Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan 
dapat digunakan sebagai alat bukti adalah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
      Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada 
keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa 
pembuktian (bewijsvoering) dalam hukum acara pidana diutamakan pada 
kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 
KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (bewijskracht) yang sama 
penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.  
      Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana 
diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat 
dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat 
bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.  
a. Keterangan Saksi 
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di 
sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup 
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membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 
didakwakan padanya (Unnus Testis Nullus) dan saksi harus 
memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, ia alami 
sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain (Testimonium De 
Auditu) 
b. Keterangan Ahli 
`Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang 
yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan 
untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
Misal: Dalam pelaksanaan PPK telah terjadi penyalahgunaan dana 
oleh oknum. Fakta itu ditemukan setelah ada pemeriksaan (audit) oleh 
auditor BPKP. Nah, auditor BPKP ini dapat menjadi saksi ahli atas 
peristiwa yang terjadi. Keterangannya dapat digunakan dalam proses 
perkara pidana. Jadi, seorang ahli itu dapat menjadi saksi. Hanya saja, 
saksi ahli ini tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung 
peristiwa pidana yang terjadi. Berbeda dengan ”saksi” yang memberi 
keterangan tentang apa yang didengar, dialami dan/ atau dilihatnya 
secara langsung terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. 
Sama halnya dengan seorang ”saksi”, menurut hukum, seorang 
saksi ahli yang dipanggil di depan pengadilan memiliki kewajiban 
untuk: 
1) Menghadap/ datang ke persidangan, setelah dipanggil dengan patut 
menurut hukum   
2) Bersumpah atau mengucapkan janji sebelum mengemukakan 
keterangan (dapat menolak tetapi akan dikenai ketentuan khusus) 
3) Memberi keterangan yang benar. Bila seorang saksi ahli tidak 
dapat memenuhi kewajibannya, maka dia dapat dikenai sanksi 
berupa membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan 
kerugian yang telah terjadi. 
Akan tetapi seorang ahli dapat tidak menghadiri persidangan jika 
memiliki alasan yang sah. Menurut pasal 180 KUHAP, keterangan 
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seorang ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduk persoalan. 
Baik oleh hakim ketua sidang maupun terdakwa/ penasehat hukum. 
Terhadap kondisi ini, hakim dapat memerintahkan melakukan 
penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personil yang 
berbeda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan. 
Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat 
hakim untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinan 
hakim. Dalam hal ini, hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk 
mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.  
c. Surat 
Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 
(1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 
sumpah, adalah: 
- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 
pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan 
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri  
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya  
- surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat 
berdasarkan keahliannya  
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 
isi dari alat pembuktian yang lain 
d. Alat Bukti Petunjuk 
Menurut pasal 188 KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian 
atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu 
dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang 
menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 
Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan 
keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat 
bukti tidak langsung. 
Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari 
keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, 
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setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan 
hati nuraninya untuk merumuskan suatu putusan yang dapat 
berkekuatan hukum tetap. 
e. Keterangan Terdakwa 
 Menurut pasal 189 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa 
itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang 
perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. 
Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas 
dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. 
Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia 
memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan 
terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja 
tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 
 
4. Barang Bukti dan Kegunaannya 
Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak berwujud yang dikuasai 
oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam 
melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat 
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuktian hukum acara 
pidana: 
a. Putusan hakim minimal didasarkan pada dua alat bukti yang saling 
mendukung satu dengan yang lain. 
b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana. 
c. Disamping alat bukti yang ditetapkan dalam KUHAP, alat bukti lain 
adalah hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu 
dibuktikan. 
Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi hakim untuk 
memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering 
kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang 
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bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang 
arif, bijaksana, teliti, cermat dan saksama).  
Jika dicermati, pembuktian dalam proses perkara pidana tidak mudah. 
Oleh karena itu, jika terjadi kasus pidana dalam pelaksanaan PPK, 
sebaiknya terlebih dahulu dimanfaatkan berbagai alternative penanganan 
yang mudah, murah dan praktis untuk lebih  mempercepat penyelesaian 
masalah. Proses hukum dapat dipilih sebagai alternative terakhir apabila 
ditemui jalan buntu dalam penyelesaian masalah PPK. 
 
B. Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Republik Rakyat 
Cina 
1. Pembuktian Perkara Pidana  
      Pada Criminal Procedure Law of the People's Republic of China, pasal 
42 menyebutkan “All facts that prove the true circumstances of a case 
shall be evidence” (semua fakta yang menunjukkan situasi yang sebenar-
benarnya dalam suatu kasus harus menjadi bukti).  
2. Dasar Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana 
      Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu 
pada pasal 42-49 Criminal Procedure Law of the People's Republic of 
China. 
3. Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana 
Alat bukti yang harus disertakan dalam acara pidana, diantaranya 
adalah: 
a. Bukti material dan bukti dalam bentuk dokumen 
b. kesaksian para saksi 
c. Kesaksian korban 
d. Kesaksian terdakwa atau orang yang dicurigai jahat 
e. Keterangan ahli 
f. Berkas pemeriksaan dan pengujian legal 
g. material audio visual 
lebih lanjut ditegaskan bahwa beberapa pembuktian di atas harus 
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diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar mengambil keputusan 
sebuah kasus. 
4. Hakim, pengacara dan penyidik, mengacu pada ketentuan hokum yang 
berlaku, dengan mengumpulkan macam-macam bukti yang dapat 
ditunjukkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta kesalahan yang 
paling berat. Semua harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk 
menghindari tindak kekerasan, ancaman, penipuan atau tindakan 
pelanggaran hokum lainnya. Harus ada jaminan untuk semua warga 
Negara yang terlibat dalam sebuah kasus atau yang memiliki informasi 
tentang keadaan suatu kasus secara obyektif. 
5. Pengadilan Pemerintah, People's Procuratoration, lembaga keamanan 
masyarakat harus mempunyai otoritas atau kebebasan untuk 
mengumpulkan bukti-bukti dari bagian atau individu yang terlibat. 
6. Barang Bukti dan Kegunaannya, Semua mereka yang mempunyai 
informasi tentang suatu kasus akan mempunyai tugas untuk bersaksi. 
Keterangan Saksi digunakan sebagai dasar keputusan, dan bila dikemudian 
hari diketahui keterangan yang diberikan palsu, dapat diadili dikaitkan 
kasus tersebut. 
 
C. Perbandingan Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia 
(KUHAP) dengan Hukum Acara Pidana Republik Rakyat China 
(Criminal Procedure Code Of People Republic Of China) 
1. Persamaan dan perbedaan pengaturan sistem pembuktian menurut 
Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Republik 
Rakyat China (Criminal Procedure Code of People Republik Of China) 
Berdasarkan uraian di atas, data dapat direduksi sebagaimana dalam tabel 
berikut. (tabel 1) 





Hukum acara pidana itu: 
Bertujuan mencari 
kebenaran material, yaitu 
kebenaran sejati atau yang 
sesungguhnya 
Semua fakta yang 
menunjukkan situasi yang 
sebenar-benarnya dalam 








Dasar hukum tentang 
pembuktian dalam hukum 
acara pidana mengacu pada 
pasal 183-189 KUHAP 
(Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana) 
Dasar hukum tentang 
pembuktian dalam hukum 
acara pidana mengacu pada 
pasal 42-49 Criminal 
Procedure Law of the 





Menurut pasal 184 KUHAP, 
alat bukti dalam perkara 
pidana bisa berupa 
keterangan saksi, keterangan 
ahli, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa 
menurut pasal 42 Bukti 
material dan bukti dalam 
bentuk dokumen, kesaksian 
para saksi, Kesaksian 
korban, Kesaksian terdakwa 
atau orang yang dicurigai 
jahat, Keterangan ahli, 
Berkas pemeriksaan dan 





Barang bukti adalah benda 
bergerak atau tidak 
berwujud yang dikuasai oleh 
penyidik sebagai hasil dari 
serangkaian tindakan 
penyidik dalam melakukan 
penyitaan dan atau 
penggeledahan dan atau 
pemeriksaan surat untuk 
Semua mereka yang 
mempunyai informasi 
tentang suatu kasus akan 
mempunyai tugas untuk 
bersaksi. Keterangan Saksi 
digunakan sebagai dasar 
keputusan, dan bila 
dikemudian hari diketahui 




penuntutan, dan peradilan 




Persamaan sistem pembuktian antara Indonesia dengan Republik 
Rakyat Cina adalah: 
1) Pembuktian Perkara dan acara Pidana 
Pada pembuktian perkara dan beracara pidana, Indonesia maupun 
China memiliki kesamaan untuk mencari kebenaran sejati. Hal ini 
sebagaimana dalam tabel di atas. 
 
2) Dasar Hukum Pembuktian dalam Perkara dan beracara Pidana 
Kedua negara baik Indonesia maupun China memiliki dasar hukum 
yang jelas.  
3) Jenis Alat Bukti dalam Perkara dan beracara Pidana 
Tidak semua jenis alat bukti yang diterapkan kedua Negara sama. 
Adapun alat bukti yang sama adalah, keterangan saksi, kesaksian 
terdakwa, keterangan ahli, dokumen (berkas pemeriksaan)  
4) Barang Bukti dan Kegunaannya 
Kedua Negara menggunakan bukti baik berwujud dan tidak 
berwujud untuk membuat putusan. 
b. Perbedaan 
1) Pembuktian Perkara Pidana 
Pada acara pidana di Indonesia pembuktian digunakan untuk 
membantu membuat putusan, sedangkan China dilakukan untuk 
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memperoleh kondisi yang sebenar-benarnya. Hal ini adalah 
berbeda, sehingga dalam praktek hukum acara di Indonesia 
memungkinkan untuk membuat skenario agar dapat membuat 
putusan sesuai yang diharapkan. 
Pada pembuktian perkara dan beracara pidana, sistem pembuktian 
di Indonesia bertujuan mencari kebenaran material, yaitu 
kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan di Negara 
China menggali semua fakta yang menunjukkan situasi yang 
sebenar-benarnya dalam suatu kasus harus menjadi bukti. 
Dipandang dari kaca mata hukum bahwa tidak ada perbedaan yang 
significan dari kedua negara. Pada dasarnya yang membedakan 
adalah prinsip yang dipegang oleh masing-masing negara dan 
ketentuannya. 
2) Dasar Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana 
Dasar hukum pembuktian di Indonesia adalah mengacu pada pasal 
183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana), 
sedangkan China mengacu pada pasal 42-49 Criminal Procedure 
Law of the People's Republic of China. 
3) Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana 
Tidak semua jenis alat bukti yang diterapkan kedua Negara sama. 
Adapun alat bukti yang membedakan adalah adalah,kesaksian 
korban dan barang bukti audio visual (melalui rekaman 
pendengaran dan penglihatan). 
4) Barang Bukti dan Kegunaannya 
Pada dasarnya sama, hanya saja, dinegara China memberlakukan 
kesaksian saksi dengan ketat. Bilamana dikemudian hari diketahui 
keterangan yang diberikan dalam kasus tersebut palsu, yang 
bersangkutan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 
 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan 
perbedaan 
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Dipandang dari segi historis, bangsa Indonesia masih memiliki 
hubungan yang cukup erat, ketika para saudagar gujarat mendarat di 
Wilayah Negara Indonesia. Banyak cerita sejarah yang banyak 
mengungkapkan kehadiran kaum Cina di negara Indonesia. Berikut ini 
adalah faktor-faktor yang menciptakan persamaan sistem pembuktian 
dalam hukum acara pidana antara Indonesia dengan Republik Rakyat 
Cina: 
a. Latar belakang budaya yang sudah saling berhubungan sejak lama. 
b. Kedua Negara berada dalam satu wilayah hukum benua Asia. 
c. Sama-sama negara yang berpegang pada ketentuan dan norma hukum. 
d. Terdapat dalam satu sistem hukum yang sama yaitu Eropa 
Continental. 
Adapun faktor-faktor yang menimbulkan adanya perbedaan sistem 
pembuktian adalah: 
a. Visi dan misi pemerintahan masing-masing negara. 
b. Sistem pemerintahan yang di anut 
c. Kondisi budaya bangsa china berbeda dengan budaya bangsa Melayu-
Mongolia 
d. Kondisi sosiologis masyarakat 
e. Perbedaan Latar Belakang 
f. Peradaban China yang terhitung lebih dahulu ada daripada peradaban 
Indonesia 

















Setelah menelaah dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut: 
1. Persamaan dan perbedaan pengaturan sistem pembuktian menurut Hukum 
Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Republik Rakyat China 
(Criminal Procedure Code of People Republik Of China). Persamaan 
sistem pembuktian antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina adalah: 
5) Pembuktian Perkara Pidana: Pada pembuktian perkara pidana, 
Indonesia maupun China memiliki kesamaan untuk mencari kebenaran 
sejati. Hal ini sebagaimana dalam table di atas. Pada pembuktian 
perkara pidana, sistem pembuktian di Indonesia bertujuan mencari 
kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, 
sedangkan di Negara China menggali semua fakta yang menunjukkan 
situasi yang sebenar-benarnya dalam suatu kasus harus menjadi bukti. 
6) Dasar Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Kedua Negara baik 
Indonesia maupun China memiliki dasar hukum yang jelas.  
7) Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana. Tidak semua jenis alat bukti 
yang diterapkan kedua Negara sama. Adapun alat bukti yang sama 
adalah, Keterangan saksi, kesaksian terdakwa, keterangan ahli, 
dokumen (berkas pemeriksaan). 
8) Barang Bukti dan Kegunaannya. Kedua Negara menggunakan bukti 
baik berwujud dan tidak berwujud untuk membuat keputusan. 
Adapun perbedaannya adalah: 
a. Pembuktian Perkara Pidana: Pada acara pidana di Indonesia 
pembuktian digunakan untuk membantu membuat keputusan, 
sedangkan china dilakukan untuk memperoleh kondisi yang sebenar-
benarnya. Hal ini adalah berbeda, sehingga dalam praktek hukum acara 
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di Indonesia memungkinkan untuk membuat skenario agar dapat 
membuat keputusan sesuai yang diharapkan.. 
b. Dasar Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, asar hukum 
pembuktian di Indonesia adalah mengacu pada pasal 183-189 KUHAP 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan China 
mengacu pada pasal 42-49 Criminal Procedure Law of the People's 
Republic of China. 
c. Jenis Alat Bukti dalam Perkara Pidana, Tidak semua jenis alat bukti 
yang diterapkan kedua Negara sama. Adapun alat bukti yang 
membedakan adalah, kesaksian korban dan barang bukti audio visual. 
d. Barang Bukti dan kegunaannya, Pada dasarnya sama, hanya saja, 
dinegara China memberlakukan kesaksian saksi dengan ketat. 
Bilamana dikemudian hari diketahui keterangan yang diberikan dalam 
kasus tersebut palsu, yang bersangkutan akan ditindak sesuai dengan 
hukum yang berlaku. 
 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan. 
Faktor-faktor yang menciptakan persamaan sistem pembuktian dalam 
hukum acara pidana antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina:  
1) latar belakang budaya yang sudah saling berhubungan sejak lama;  
2) kedua Negara berada dalam satu wilayah hukum benua Asia, 
3) terdapat dalam satu sistem hukum yang sama yaitu Eropa Continental. 
Adapun faktor-faktor yang menimbulkan adanya perbedaan sistem 
pembuktian adalah,  
1) Visi dan misi pemerintahan masing-masing negara.  
2) Sistem pemerintahan yang dianut. 
3) Kondisi budaya bangsa china berbeda dengan budaya bangsa Melayu-
Mongolia; dan 





    Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut 
1. Hendaknya pemerintah membuka kerjasama dengan negara-negara lain 
untuk dapat mengkaji sistem pembuktian dari negara-negara diseluruh 
dunia. 
2. Diharapkan suatu hari nanti ada evaluasi pembelajaran mengenai 
pembuktian melalui seminar, lokakarya dan lainnya. 
3. Praktisi penegak hukum hendaknya meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan sistem pembuktian dari negara lain sebagaimana 
perbandingan sistem pembuktian pemerintahan Republik Republik Cina 
hendaknya kalangan legislatife lebih aktif mampelajari perundang-
undangan dari negara lain sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap 
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